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MOTTO

Kemenangan akan datang bersama kesabaran, jalan keluar datang

bersama kesulitan, dan kemudahan itu ada bersama kesulitan

Aid al-Qarni dalam La Tahzan (2005:135)

il
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RINGKASAN

Perkembangan perekonomian, perdagangan dan pengaruh globalisasi yang
melanda dunia usaha dewasa ini, telah menimbulkan banyak permasalahan
penyelesaian utang piutang dalam masyarakat. Perseroan Terbatas merupakan
bentuk badan usaha yang sangat merasakan dampaknya. Sebagai bentuk badan
usaha yang berbadan hukum, Perseroan Terbatas dapat melakukan perbuatan-
perbuatan hukum seperti seorang manusia dan dapat pula mempunyai kekayaan
atau utang. Direksi sebagai organ Perseroan Terbatas bertanggung jawab penuh
atas pengurusan Perseroan Terbatas tersebut.

Perseroan Terbatas jika dinyatakan pailit, maka putusan pernyataan pailit
mengubah status hukum dari suatu badan hukum menjadi tidak bisa melakukan
perbuatan hukum, menguasai, dan mengurus harta kekayaannya sejak putusan
pernyataan pailit diucapkan. Agar Perseroan Terbatas dapat dinyatakan pailit
harus memenuhi syarat utama yaitu jika seorang debitor mempunyai paling sedikit
2 (dua) kreditor dan tidak membayar lunas salah satu utangnya yang sudah jatuh
waktu.

Permasalahan yang akan dibahas adalah tentang apakah Direksi
bertanggung jawab dalam proses kepailitan dari perjanjian utang-piutang yang
dilakukan oleh kantor cabang, apakah Perseroan Terbatas dapat dinyatakan pailit
dari perjanjian utang-piutang yang dilakukan oleh kantor cabang, apa dasar
pertimbangan hukum yang digunakan Mahkamah Agung RI dalam menyelesaikan
perkara No.107 K/Pdt.Sus/2007.

Tujuan yang ingin dicapai secara umum adalah guna memenuhi
persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Jember. Sedangkan tujuan khusus yang ingin dicapai adalah untuk
membahas masalah tanggung jawab Direksi dalam proses kepailitan yang
dilakukan oleh Kantor Cabang.

Skripsi ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif artinya
permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini
difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum

positif, maksudnya adalah penelitian ini dikaji berdasarkan peraturan perundang-
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undangan yang berlaku dan dihubungkan dengan kenyataan yang ada. Selain itu
penulis juga akan melengkapinya dengan pendekatan konseptual. Pada bahan
hukum, penulis menggunakan dua jenis bahan hukum yang saling menunjang,
antara lain bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pada analisis bahan
hukum dilakukan dengan menggunakan deskriptif kualitatif.

Direksi dalam bertindak untuk dan atas nama Perseroan Terbatas, harus
sesuai dengan aturan yang ada dalam Pasal 92-107 yaitu Bab tentang Direksi di
dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang
selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Hal ini terkait
dengan tanggung jawab Direksi dalam berhubungan hukum dengan pihak ketiga.
Pemenuhan aturan tersebut dapat mengakibatkan sempurnanya tindakan Direksi
sebagai organ Perseroan Terbatas, dan dengan demikian berarti semua tindakan
yang dilakukan oleh Direksi adalah merupakan tanggung jawab dari Perseroan
Terbatas dan bukan tanggung jawab pribadi Direksi yang melakukan perbuatan
hukum tersebut. Demikian pula halnya dengan Kantor Cabang yang melakukan
suatu perbuatan hukum, tindakan yang dilakukan merupakan tanggung jawab
Perseroan Terbatas atas persetujuan Direksi demi kepentingan Perseroan Terbatas
yang dibuktikan dengan surat kuasa tertulis.

Direksi dalam melakukan pengurusan terhadap Perseroan Terbatas
hendaknya bertindak seperti seorang kepercayaan yang diberi wewenang untuk
mengelola harta kekayaan Perseroan Terbatas. Direksi sebagai organ Perseroan
Terbatas diharapkan dapat menjalankan Perseroan Terbatas hingga memberikan
keuntungan bagi Perseroan Terbatas. Direksi sebagai Pengurus Perseroan Terbatas
sebaiknya memilih seorang Kepala Cabang yang cukup handal dibidangnya dan
dapat dipercaya agar Kantor cabang di daerah dapat maju dan berkembang.
Seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara harus berdasarkan ketentuan
Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan
Kehakiman yaitu Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai
hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Agar tidak salah dalam

menerapkan hukum dan mendatangkan kerugian bagi pihak yang berperkara.
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